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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama, sama disini adalah sama makna. (Effendy, 2001 :9). 

Hovland 1984 dalam Soemirat dan Ardianto mendefinisikan komunikasi “the process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (ussully verbal symbols) to modify, the behavior of other individu”. Komunikasi adalah proses dimana individu mentransmisikan stimuli untuk mengubah perilaku individu yang lain. (Soemirat dan Ardianto 2002).
Pengertian komunikasi yang lain menyatakan komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia, melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.
Everett M. Rogers dalam Cangara (2003) mendefinisikan komunikasi bahwa, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Cangara, 2003 : 19). 

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh Rogers bersama D. Lawrence Kincaid (1981) dalam Cangara (2003) sehingga melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan bahwa, komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Definisi-definisi yang dikemukakan diatas tentunya belum mewakili semua definisi komunikasi yang telah dibuat banyak pakar, namun sedikit banyaknya telah dapat memperoleh gambaran seperti apa yang diungkapkan oleh Shannon dan Weaver (1949) dalam Cangara (2003 : 19-20) bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. (Cangara, 2003 : 19-20). 

2.1.2 Proses Komunikasi

Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan diatas, tampak adanya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup yang merupakan persyaratan terjadinya komunikasi. Dalam “bahasa komunikasi” komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut : 

· Komunikator   : orang yang menyampaikan pesan ;

· Pesan 
      : pernyataan yang didukung oleh lambang ;

· Komunikan   : sarana atau saluran yang mendukung pesan menurut jumlah dan letak ;

· Efek 
      : dampak sebagai pengaruh dari pesan (Effendy, 1992 : 6)

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan secara sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. (Effendy, 1992 :11).

Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasaran berada ditempat yang relatif jauh atau jumlah banyak. Surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, film adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi (Effendy, 1992 : 16). 

2.1.3 Komunikasi Organisasi 

Organisasi merupakan suatu keadaan saling bergantung dan membutuhkan suatu koordinasi. Evert M. Rogers dan Rekha Agarwala Rogers dalam Siagian (1982) dengan bukunya, Communications in Organizations, menyebutkan organisasi merupakan “a stable system of individual who work together to achieve, through a hierarcy of ranks an division of labour, common goals” yang artinya (Suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui suatu jenjang kepangkatan dan pembagaian tugas). Jelas sekali menurut pendapat tersebut dalam bekerjasama dengan organisasi perusahaan dibutuhkan kerjasama antar bagian yang berjenjang. Dalam kehidupan organisasional, pencapaian tujuan dengan segala proses dan membutuhkan komunikasi yang efektif (Siagian 1982:: 109).

Komunikasi organisasi adalah suatu disiplin studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Jadi, komunikasi organisasi sebagai landasan kuat bagi karier dalam manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, dan komunikasi perusahaan, dan tugas-tugas lain yang berorientasikan manusia dalam organisasi (Mulyana, 2001 : 25).

Didalam organisasi (baik itu organisasi bisnis maupun organisasi non bisnis), komunikasi ibarat aliran darah kehidupan, Tanpa adanya komunikasi maka organisasi tidak dapat bergerak dan melaksanakan aktivitisnya. Oleh karena itu komunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar memberikan manfaat optimal bagi organisasi (baik itu organisasi bisnis maupun organisasi non bisnis) (Kusnadi,1999:436). 

2.2 Tinjauan Umum Pubilc Relations 

2.2.1 Definisi Public Relations 

Istilah public relations (PR) atau hubungan masyarakat (Humas) sekarang ini populer di Indonesia. Istilah hubungan masyarakat (Humas) di Indonesia lebih identik dengan nama satu bagian atau biro dalam birokrasi pemerintahan, sedangkan istilah public relations (PR) lebih netral dan lebih menunjukan sifat dan watak kegiatan (Yosal, 2004 : 3).

Menurut Scott Cutlip dan Allan Center dalam Yosal (2004) mendefinisikan public relations (PR) dengan, “upaya terencana guna mempengaruhi opini publik melalui karakater yang baik dan kinerja yang bertanggung jawab, yang didasarkan pada komunikasi dua arah yang memuaskan kedua belah pihak”. (Yosal, 2004 : 74)
Public Relations merupakan fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerjasama suatu organisasi/perusahaan dari publiknya dan ikut serta terlibat dalam menangani masalah-masalah atau isu manajemen. Public relations membantu manajemen dalam penyampaian informasi dan tanggap terhadap opini publik. Public relations secara efektif membantu manajemen memantau berbagai perubahan (Seitel, 1992 : 8). 

Definisi Public relations menurut kamus terbitan Institute Of Public Relations (IPR) yakni sebuah lembaga Humas terkemuka di Inggris dan Eropa terbitan November 1987, “Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dan segenap khalayaknya”. Dapat disimpulkan Humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. (Anggoro,2002 : 1-2).

2.2.2 Tujuan Public Relations
Menurut Oxley (1987) dalam Yosal (2004) menyebutkan tujuan public relations sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan organisasi, mengingat public relations adalah fungsi manajemen satu organisasi dan public relations pun bekerja didalam organisasi itu. Bahkan dalam pandangan Oxley, hal ini harus dipandang sebagai salah satu prinsip public relations. Oxley menegaskan bahwa prinsip “tujuan public relations jelas dan mutlak memberi sumbangan pada objektif organisasi secara keseluruhan”. Sedangkan tujuan kegiatan public relations menurut Oxley adalah “mengikhtiarkan dan memelihara saling pengertian antara organisasi dan publiknya”.  (Yosal, 2004 : 79)
Tujuan public relations oleh Lesly dirincikan seperti berikut : 

1. Prestise atau “citra yang favourable” dan segenap faedahnya

2. Promosi produk atau jasa

3. Mendeteksi dan menangani isu dan peluang

4. Menetapkan postur organisasi ketika berhadapan dengan publiknya 

5. Goodwill karyawan atau anggota organisasi

6. Mencegah dan memberi solusi masalah perburuhan

7. Mengayomi goodwill komunitas tempat organisasi menjadi bagian di dalamnya

8. Good will para stakeholder dan konstituen

9. Mengatasi kesalahpahaman dan prasangka

10. Mencegah serangan

11. Goodwill para pemasok

12. Goodwill pemerintah

13. Goodwill bagian lain dari industri

14. Goodwill para dealer dan menarik dealer yang lain

15. Kemampuan untuk mendapatkan personel terbaik

16. Pendidikan publik untuk menggunakan produk atau jasa

17. Pendidikan publik untuk satu titik pandang

18. Goodwill para pelanggan atau para pendukung

19. Investigasi sikap pelbagai kelompok terhadap perusahaan 

20. Merumuskan dan membuat pedoman kebijakan

21. Menaungi viabilitas masyarakat tempat organisasi berfungsi

22. Mengarahkan perubahan

Rincian tujuan public relations itu ternyata begitu luas. Namun pada intinya tetap menjalin hubungan baik dengan pihak atau publik-publik organisasi (Yosal, 2004 : 17-18). 

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan public relations pada intinya pula adalah good image (citra baik), good will (itikad baik), mutual understanding (saling pengertian), mutual appreciation (saling menghargai), tolerance (toleransi). (Soemirat dan Ardianto 2002 : 13-14). 
2.2.3 Publik Dalam Public Relations 

Istilah publik dalam public relations pada dasarnya mengacu kepada khalayak sasaran dari kegiatan public relations. Khalayak adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu perusahaan atau organisasi. Secara umum suatu perusahaan atau organisasi memiliki delapan khalayak utama, yaitu : 

· Masyarakat luas

· Calon pegawai atau anggota

· Para pegawai atau anggota

· Para investor-pasar uang

· Para distributor

· Konsumen dan pemasok

· Pers

· Para pimpinan pendapat umum

(Jefkins,1992 : 72)

Publik dalam public relations dapat diklasifikasikan menjadi publik internal dan eksternal. 

a Publik internal adalah publik yang berada di dalam organisasi/perusahaan seperti karyawan, supervisor, manajer, pemegang saham, dan direksi perusahaan.

b Publik eksternal secara organik tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti, pers, pemerintah, pendidik/dosen, pelanggan, komunitas, dan pemasok (Soemirat dan Ardianto, 2002 : 15). 

Menurut Kustadi Suhandang dalam bukunya Public Relations perusahaan, untuk menciptakan kegiatan internal public relations yang dapat menciptakan hubungan baik antara pihak manajemen dan karyawannya adalah mengadakan program penghargaan. Pengadaan program tersebut bertujuan memberikan sebuah bentuk penghargaan terhadap para pegawai yang menunjukan prestasi atau kondite terbaik, baik dalam kerja sehari-hari maupun dalam kegiatan lainnya yang menguntungkan perusahaan, seyogyanya diberikan hadiah-hadiah atau penghargaan-penghargaan. Hal demikian dapat merangsang para pegawai lainnya (rekan-rekan kerja) untuk berusaha meniru atau berbuat seperti pegawai yang terbaik itu. (Suhandang, 2004:77). 
2.2.4   Ciri-ciri Public Relations
Pada umumnya kegiatan Public Relations adalah mengupayakan adanya penciptaan hubungan baik (goodwill) yang terjadi pada publiknya, dan upaya ini sangat diperlukan dalam berbagai macam bentuk organisasi apapun, baik besar maupun kecil, komersial maupun nonkomersial, pemerintah maupun swasta. Penciptaan goodwill yang dilakukan Public Relations terhadap publik-publik yang berkepentingan merupakan hal yang menjadi prioritas kegiatan Public Relations dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak, yakni berupa perubahan yang positif. Etika, kejujuran atau kebenaran dan kepercayaan merupakan falsafah Public Relations yang sangat mendasar dalam mendukung adanya opini publik terhadap organisasi. 

Peran Public Relations umumnya mengarah kepada upaya pengendali manajemen khususnya yang berkaitan dengan komunikasi organisasinya. Biasanya peran yang dilakukan menyangkut pada perumusan gagasan atau ide yang cemerlang yang dapat diajukan pada keseluruhan subsistem yang ada dalam organisasi berkaitan dengan sikap publik, perasaan publik, kebutuhan publik, dan juga aspirasi-aspirasinya. Untuk pencapaian tujuan kegiatan Public Relations secara baik, maka para praktisi Public Relations harus memahami secara jelas tentang ciri-ciri Public Relations sebagai suatu bentuk spesialisasi komunikasi, sehingga profesi Public Relations ini mempunyai karakter yang spesifik yang dapat berbeda dengan karakter bidang komunikasi yang lain.
2.3 Tinjauan tentang Askeskin

2.3.1 Latar Belakang Askeskin
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan kesehatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan. Derajat kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah.

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak awal agenda 100 hari Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakn oleh Departemen Kesehatan melalui penguasaan kepada PT. Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004, tentang penguasaan PT. Askes (Persero) dalam pengelolaan program Asuransi Kesehatan masyarakat Miskin (Askeskin).

2.3.2 Pengertian Askeskin

Askeskin singkatan dari Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin yaitu sebuah program pemeliharaan yang dikembangkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin. Askeskin merupakan program bantuan kesehatan dari pemerintah bagi masyarakat yang dianggap kurang mampu. Kegiatan Askeskin tersebut dilaksanakan melalui PT. Askes (Asuransi Kesehatan), sedangkan pemerintah hanya sebatas memberikan dana bantuannya saja. Kegiatan Askeskin ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin agar masyarakat miskin terjamin kesehatannya melalui program tersebut. Program Askeskin ini diperuntukkan hanya bagi keluarga atau masyarakat yang benar-benar tidak mampu atau sangat miskin. Adapun Keluarga dikatakan sangat miskin apabila pendapatan perorang perbulan kurang dari Rp.175.000. artinya kalau keluarga tadi (mempunyai 2 orang anak) mempunyai pendapatan kurang dari Rp.600.000 dikatakan sebagai keluarga sangat miskin.
Adapun persyaratan berobat pasien kategori Askeskin di RSUP Dr. Hasan Sadikin yaitu:

· (Fotocopy 2 (dua) rangkap)

1. Identitas pasien miskin berupa kartu Askeskin atau SKM (Surat Keterangan Miskin) yang telah disahkan, berlaku 3 bulan, atau juga SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang disahkan oleh kelurahan, berlaku 1 (satu) kali kunjungan kasus.

2. Surat Rujukan dari RSUD / Puskesmas, berlaku 1 (satu) bulan kecuali dalam keadaan Gawat Darurat dapat langsung ke IGD (Instalasi Gawat Darurat).

3. KTP yang masih berlaku.

4. Kartu Keluarga.

5. Pasien dari luar kota Bandung, kabupaten Bandung, kota Cimahi, harus dilakukan verifikasi identitas miskin oleh PT. Askes daerah setempat. Sumber: (Pedoman Tata Kerja Humas RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung).

2.3.3 Tujuan dan Sasaran Askeskin


1.  Tujuan Penyelenggaraan Askeskin


Tujuan Umum: 


Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.


Tujuan Khusus:

a.  Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang  mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit.

b.    Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

c. Terselenggaranya penegelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 
2. Sasaran

Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya. (Sumber: Protap Depkes RI 2004).
2.3.4 Kebijakan Operasional Askeskin
1.   Askeskin adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi  masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diseleggarakan secara nasional agar tidak terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

2
Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.

3.
Penyelenggaraan pelayanan masyarakat miskin mengacu pada prinsip-prinsip :


a. Dana amanat dan Nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata      peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.


b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional.


c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan Portabilitas dan Ekuitas.


d. Transparan dan Akuntabel.
2.3.5 Administrasi Kepesertaan Askeskin


Administrasi kepesertaan meliputi: registrasi, penerbitan dan pendistribusian kartu sampai ke Peserta sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Askes (Persero) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data peserta yang telah ditetapkan Pemda, kemudian dilakukan entry oleh PT. Askes (Persero) untuk menjadi database kepesertaan di Kabupaten/Kota.

2. Entry data setiap peserta meliputi antara lain:

a. nomor kartu

b. nomor peserta

c. jenis kelamin

d. tempat dan tanggal lahir/umur

e. alamat

3. Berdasarkan database tersebut kemudian kartu diterbitkan dan didistribusikan sampai ke peserta.

4. PT. Askes (Persero) menyerahkan kartu peserta kepada yang berhak, mengacu kepada penetapan Bupati/Walikota dengan tanda terima yang ditanda tangani/cap jempol peserta atau anggota keluarga peserta.

5. PT. Askes (Persero) melaporkan hasil pendistribusian kartu peserta kepada Bupati/Walikota, Gubernur, Departemen Kesehatan R.I, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit setempat.

Tabel 2.1

ALUR REGISTRASI DAN DISTRIBUSI KARTU PESERTA ASKESKIN














(Sumber: Protap Departemen Kesehatan RI)

2.4  Tinjauan Tentang Strategi 
2.4.1 Pengertian Strategi 
Istilah strategi sering disebut rencana strategis atau rencana jangka panjang perusahaan. Suatu rencana strategis perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu.

            Berapa waktu yang akan dicakup tentu amat bervariasi. Di masa lalu para ahli menyebut sekitar 25 tahun, akan tetapi dewasa ini jarang sekali perusahaan yang berani menetapkan arahnya untuk 25 tahun ke depan. Sebagian besar membuatnya 5-10 tahun. Alasannya  perubahan yang terjadi belakangan ini sangat sulit diterka arahnya. Setiap perubahan saling terkait, sehingga perkiraan terjauh yang dapat diduga menjadi amat terbatas. (Seitel, 1992 : 87).


Lebih jauh, Seitel menyebutkan rencana jangka panjang yang menjadi pegangan bagi para praktisi untuk menyusun berbagai rencana teknis, dan langkah                      strategi manajemen sering pula disebut rencana strategis atau rencana jangka panjang perusahaan. Suatu rencana strategis perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu kedepan.

           Komunikasi yang akan diambil sehari-hari, untuk dapat bertindak secara strategis, kegiatan Humas harus menyatu dengan visi dan misi organisasi perusahaannya.

James E. Grunig dan Fred Repper, dalam Seitel (1992) mengemukakan model Strategi menejemen dalam kegiatan Humas (untuk menggambarkan dua peran Humas dalam Strategi manajemen secara menyeluruh dan dalam kegiatan Humas itu sendiri).

         Sementara itu, menurut Ahmad  S. Adnanputra, MA, MS, pakar Humas dalam  naskahnya berjudul  PR Strategi, dalam Seitel (1992) yang mengatakan bahwa arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (Plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (Planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen, yaitu pada posisi tertentu atau dimensi yang ingin hendak dicapai sesuai dengan perencanaan (statement of organization destination) yang diperhitungkan dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen suatu organisasi bersangkutan , yaitu strategi “apa dan bagaimana” yang dipergunakan dalam perencanaan untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau lembaga, dan program kerja (action plan) merupakan suatu strategi yang dijabarkan dalam langkah-langkah yang telah dijadwalkan (direncanakan semula). 
          Mengacu kepada pola strategi Humas tersebut diatas, maka menurut Ahmad S. Adnanputra, presiden Institut Bisnis Dan Manajemen Jayakarta, dalam Seitel (1992) memberikan batasan pengertian tentang strategi Public Relations, antara lain berbunyi:

“Alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan Humas dalam kerangka suatu rencana Public Relations (public relations plan)”.

         Ahmad menyebutkan yakni “Strategi Humas” dibentuk melalui dua komponen yang saling terkait erat, yaitu sebagai berikut:

1. Komponen sasaran, yaitu pembentukan satuan dan segmen strategi yang akan digarap. Komponen sasaran pada umumnya adalah stakeholder, dan publik yang mempunyai kepentingan yang sama, mengandung potensi konterversial, dan dapat mempengaruhinya bagi masa depan organisasi, lembaga, nama perusahaan dan produknya menjadi perhatian sasaran khusus. “Maksud” sasaran khusus disini adalah yang disebut Target Publik.

2. Komponen sarana berfungsi untuk menggarap kemungkinan tersebut kearah posisi atau dimensi yang menguntungkan, melalui pola dasar yaitu mengukuhkan terhadap opini yang aktif, mengubah terhadap opini yang aktif, dan mengkristalisasi terhadap opini yang pasif. 
Jadi pada intinya secara garis besar pengertian Strategi Humas yaitu merupakan suatu proses pengorganisasian jangka panjang dari berbagai fakta, sumber informasi menyangkut sesuatu “ kekuatan dan kelemahan” yang dimiliki oleh lembaga bersangkutan, hingga pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kehumasan yang aktivitasnya untuk membuka peluang yang ada secara langsung atau tidak langsung bertujuan menciptkan suatu persepsi atau kesan-kesan yang positif, baik diberikan secara individual maupun penilaian opini publik yang menguntungkan terhadap lembaga, organisasi, nama perusahaan, dan produknya di masa mendatang yang penuh dengan resiko ancaman persaingan (kompetitif) yang cukup tajam.

2.4.2 Komponen Pembentukan Strategi 
Dalam pembentukan strategi akan dipengaruhi oleh unsur tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, kondisi, visi atau arah, tujuan dan sasaran dari suatu pola yang menjadi dasar budaya perusahaan bersangkutan yaitu sebagai berikut:

1. Secara makro, berdasarkan dari luar lingkungan perusahaan atau lembaga tersebut akan dipengaruhi oleh unsur-unsur kebijakan umum Humas (Public Policy), budaya (culture) yang dianut, sistem perekonomian dan teknologi yang dikuasai oleh organisasi bersangkutan.

2. Secara mikro, berdasarkan dari dalam perusahaan tergantung dari misi perusahaan, sumber-sumber dimiliki yang berakitan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya guna lainnya yang dikuasai, sistem pengorganisasian, dan rencana tata program dalam jangka pendek atau jangka panjang, serta tujuan dan sasarannya yang hendak dicapai.
2.4.3 Strategi Operasional Humas
           Aktivitas utama Humas secara operasional harus berada diposisi yang sedekat mungkin dengan pimipinan puncak organisasi (top management), strategi Humas terdiri dari aspek-aspek pendekatan, yaitu:

1. Strategi Operasional


Melalui pelaksanaan program Humas yang dilakukan dengan pendekatan   kemasyarakatan (sociology approach), melalui mekanisme sosial kutural dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa cermin opini publik atau kehendak pada setiap berita atau surat pembaca dan lain sebagainya yang dimuat diberbagai media massa.

2. Pendekatan persuasif dan edukatif



Fungsi Humas adalah menciptakan komunikasi dua arah timbal balik  dengan menyebarkan informasi dari oraganisasi kepada publiknya, baik bersifat mendidik, dan memberikan penerangan maupun pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi, dan lain sebagainya.

3. Pendekatan tanggung jawab sosial Humas

                         Menumbuhkan sikap bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan memperoleh keuntungan sepihak dari publik sasarnnya (masyarakat), tetapi memperoleh keuntungan bersama (bernevitas), yang terampil dalam memadukan keuntungan dengan motivasi tanggung jawab sosialnya.

4. Pendekatan kerjasama

Berupaya membina hubungan yang harmonis antara oraganisasi dengan berbagai kalangan, baik ditujukan hubungan kedalam (internal relations) maupuin hubungan keluar (external relations) untuk meningkatkan kerjasama. Humas berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang diwakilinya dan agar diterima oleh atau mendapat dukungan masyarakat (publik sasarannya), untuk memperoleh opini publik dan perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak.

5. Pendekatan koordinatif dan integratif

Untuk memperluas peranan Humas di masyarakat, maka fungsi Humas dalam arti sempit hanya mewakili lembaga/institusinya, tetapi peranan lebih luas berpartisipasi dalam menunujang program pembangunan nasional, dan mewujudkan ketahanan nasional.
2.4.4 Manfaat Strategi Humas
Penggunaan atau manfaat dari strategi Humas merupakan sebagai suatu kerangka acuan kerja (frame work) dalam upaya menyelesaikan setiap masalah strategis perusahaan atau oraganisasi. Khususnya pihak Humas dalam menghadapi era pasar terbuka persaingan kian tajam dalam era globalisasi, mau tudak mau harus berpikir secar proaktif, kreatif, inovatif, dan strategis agar mampu memenagkan kompetisi pada masa-masa yang akan datang.

2.5 
Tinjauan tentang Citra 


2.5.1 
Pengertian citra

Kini, banyak sekali perusahaan atau organisasi dan orang-orang yang mengelolanya sangat sensitif menghadapi publik-publik mereka yang kritis. Dalam satu penelitian terhadap seratus top eksekutif, lebih dari 50% menganggap “penting sekali untuk memelihara publik yang baik”. Sekarang ini banyak sekali perusahaan atau organisasi memahami sekali perlunya member perhatian yang cukup untuk membangun suatu citra yang menguntungkan bagi suatu perusahaan tidak hanya dengan melepaskan diri terhadap terbentuknya suatu kesan publik negatif. Dengan perkataan lain citra perusahaan adalah fragile commodity (komoditas yang rapuh atau mudah pecah). Namun kebanyakan perusahaan juga meyakini bahwa citra perusahaan yang positif adalah esensial, sukses yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang. (Seitel. 1992:193).
Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi yang hendak dicapai bagi dunia Humas/Public Relations. Pengertian citra itu abstrak dan tidak    

dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk khususnya datang dari public (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya.

Menurut Bill Canton dalam Ardianto dan Soemirat (2002) mengatakan bahwa citra adalah kesan, perasaan dan gambaran dari publik terhadap perusahaan, kesan dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi. Citra itu perlu diciptakan agar bernilai positif dan merupakan salah satu aset penting dari suatu perusahaan atau organisasi.
Citra juga merupakan cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Berbagai citra perusahaan datang dari pelanggan perusahaan, pelanggan potensial, banker, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi dagang, dan gerakan pedagang di sektor perdagangan yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian citra adalah: (1) kata benda: gambar, rupa, gambaran; (2) gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk; (3) kesan mental ataau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi.

Frank Jefkins 1992, dalam bukunya Public Relations Technique, menyimpulkan bahwa secara umum, citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Jefkins juga menyebut bahwa citra adalah kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian seseorang tentang fakta-fakta atau kenyataan. Jalaludin Rakhmat dalam bukunya, Psikologi Komunikasi menyebutkan bahwa citra adalah penggambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra adalah dunia menurut persepsi. 
2.5.2 
Proses Pembentukan Citra

Solomon, dalam Rakhmat, menyatakan semua sikap bersumber pada organisasi kognitif pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Tidak akan ada teori sikap atau aksi sosial yang tidak didasarkan pada penyelidikan tentang dasar-dasar kognitif. Efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi proses pembentukan citra seseorang. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan. (Rakhmat, 2001).
2.5.3 
Jenis-jenis Citra


Frank  Jefkins, dalam bukunya Public Relations (1992) dan buku lainnya Essential of Public Relations (1998) mengemukakan jenis-jenis citra, antara lain:

· The mirror image (cerminan citra), yaitu bagaimana dugaan menejemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya.

· The curren image (citra masih hangat), yaitu citra yang terdapat pada publik eksternal, yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut miskinnya informasi dan pemahaman publik eksternal. Citra ini bisa bertentangan dengan mirror image.

·  The wish image (citra yang diinginkan), yaitu manajemen menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara lengkap. 


· The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah individu, kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra tertentu yang belum sesuai dengan keseragaman citra seluruh organisasi atau perusahaan.  
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